PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2001

TENTANG
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHNIAT TUHAN YANG MAFIA. ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2000 telah disetujui Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat dengan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor :
120.04/Kep.DPRD-19/2001 Tahun 2001;

b. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagairnana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

Mengingat  : 1. Undang-undang Nornor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi
Jawa Barat ( Berita Negara tanggal 4 Juli 1950 );

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839 );

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pernerintah Pusat (lan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3848 );

4. Peraturan Penterintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000
Nornor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang
Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang
Petunjuk/Pedotnan Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Barang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah
sena Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang
Penggunaan Sistem Digit dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis dan Tata Usaha Keuangan
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang
Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

14. Keputusan Merited Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk

dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah
( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 seri D );

16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000
( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D );

17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 11 tahun 2000 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2000 ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15 Seri D );
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII PROPINSI JAWA BARAT
MEMUTUSKAN:
Nlenetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG SISA

PERBITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 terdiri
alas:

a. PENDAPATAN : -Pendapatan .........cccceeverrvennnnn Rp. 1.443.780.322.212,52
b. BELANJA:

1. Rutin Rp. 756.521.562.699,00

2. Pembangunan............ Rp. 402.582.215.168,20  Rp. 1.159.103.777.867 20

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

DEIIEDIN .. Rp. 284.676.544.345,32




Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran
2000 adalah sehagai berikut

Realisasi Anggaran Pendapatan :

- Pendapatan ... Rp. 18.246.331.339,00
h. Realisasi Anggaran Belanja
1. Rutin............ Rp. 18.206.163.537,00
2. Pembangunan..... Rp. 54.253.412,83
Rp. 18.260.416.949,83
Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang......... Rp. 14.085.610,83

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C.1/A sebagaimana tercantum dalam
lampiran | Peraturan Daerah

(2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan
Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan

Daerah ini.
(3) Rincian dan Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

a. Lampiran Peraturan Daerah (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IlI
Pcraturan Dacrah ini;

b. Perh itl;]ngan Pendapatan (C-1) sebagaimana tereantum dalam Lampiran IV Peraturan
Daerah ini;

c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V Peraturan Daerah ini;

d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran CUR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VI Peraturan Daerah ini;

e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;

f  Pethitungan Belanja Pembangunan (Lampiran 01/P) sebagaimana tercantum dalam
Larapiran VIII Peraturan Daerah ini;

g. Ringkasan Pcrhitungan Belanja Pcmbangunan (Lampiran C/1/P) sebagaimana
tercantura dalam Lampiran LX Peraturan Daerah ini

(4) Urusan Kas dan Perhitungan ( UKP) dimaksud Pasal 1. yaitu :

UKP Penerimaan Menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran Xperaturan Daerah fin
UKP Belanja Menurut C/1B/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini



Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2000 ditetapkan dengan
Keputusan Gubemur.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat tnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Brat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Mei 2001

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 MEI 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,
ttd

DANNY SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI D



